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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai penggunaan senjata 

api dan senjata tajam sudah tidak relevan dalam hal aspek keadilan pada perkembangan 

masyarakat saat ini untuk digunakan oleh pihak Kepolisan dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana senjata tajam. Sehingga terhadap Undang-Undang tersebut 

seharusnya dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang diatur di dalam nya 

sehingga menjadi semakin baik dan lengkap. 

 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan ialah tertuju kepada: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat melakukan peninjauan kembali 

terkait Undang-Undang ini sebab sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. 

Untuk itu perubahan diperlukan untuk menyempurnakannya, terutama terkait 

dengan penggunaan senjata tajam supaya menjadi semakin baik dan lengkap. 

2. Pihak Kepolisian Daerah Kutai Barat sebaiknya mencoba melakukan 

penyuluhan mengenai larangan menggunakan senjata tajam untuk 

mempersenjatai diri. Sebab masih banyak masyarakat hukum adat Dayak 

Benuaq yang tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut. Sehingga mereka 

melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. 

Tujuannya tidak lain agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik 

bahwa tindakan yang mereka lakukan bertentangan dengan Undang-Undang. 
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